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4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

10. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II 
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4513); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2006 Nomor 2 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2006  Nomor 7 Seri E). 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA 
PARTAI POLITIK. 

 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 
2 Seri E), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 7 angka (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(2)Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala 
Badan dengan anggota yang terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 
Masyarakat, KPUD dan Instansi terkait lainnya dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

 

2. Ketentuan  Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 9 

(1) Laporan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan 
Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lambat 4 (empat) bulan 
setelah berakhirnya tahun anggaran. 

(2)  Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan. 
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(3) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya 
disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah & Ketua KPUD. 

 

Pasal II 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. 

Ditetapkan   di Semarang 
pada tanggal  29 Mei 2007 

WALIKOTA SEMARANG 
ttd 

H. SUKAWI SUTARIP 
 
Diundangkan  di Semarang 
pada tanggal  12 Juni 2007 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 
ttd 

H. SOEMARMO HS 
 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 7 SERI E 

 
 
 

=============== @@@ =============== 
 
 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR  3 TAHUN 2007 

T E N T A N G 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 
NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

PARTAI POLITIK 
 

 

I. UMUM 
Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu 

Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk lebih 
meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan demi 
terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik harus diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri dimaksud. 

Perubahan tersebut berkaitan dengan Laporan Penggunaan Dana Bantuan 
Keuangan Partai Politik, dimana Laporan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan, sementara dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2006 
dimaksud, disebutkan bahwa Laporan Penggunaan Dana bantuan Keuangan Partai Politik 
Pemeriksaannya (audit) dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah kota Semarang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 
Cukup Jelas 

Pasal II 
Cukup Jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 
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